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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
.BUKOTA JAKARTA 

NOMOR 109  TAHUN  2011 

TENTANG 

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

a. bahwa ketentuan mengenai kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di 
Lingungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini; 

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja BUMD sebagai salah satu sumber 
penerimaan daerah perlu menciptakan kepengurusan BUMD yang profesionai 
dan akuntabel dengan dukungan pengawasan yang optimal, sehingga 
Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 sebagaimana tersebut 
pada huruf a harus dilakukan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam turf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepngurusan 
Badan Usaha Milik Daerah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Dae.rah, 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003; 

4 .Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota·Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 te:tang Perseroan Terbatas; 

G. Poraturan Monter Delam Nogoni Nomor Tahun 1900 tontang Pontuk Hukumn 

Badan Useha Miik Daer:ah; 

7. Peraluran Menteri Dalam Negen Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kc.penguan 
Badao Usaha Milik Daoral; 
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8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Keputusan Gubemur Nomor 161  Tahun 1998 tentang Pengalihan Pegawai 
Negeri Sipil pada Badan Usaha Milik Daerah menjadi Pegawai Badan Usaha 
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

10.  Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Baan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

1 1 .  Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik 
Good Corporate Governance pada Sadan Usaha Milik Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPENGURUSAN SADAN USAHA 
M ILIK DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

4. Sekretaris Daerah ada lah Sekretaris Daerah Prov insi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi perekonomian. 

6. Kepala Sadan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat 
Kepala BPMP adalah Kepala Sadan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

7. Sadan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
pembinaan Sadan Usaha Milik Daerah. 

-0 'III!PETS]Eli'T  



3 

12 .  Sadan Pengawas adalah Organ PD yang bertugas melakukan pengawasan 
kepada Dewan Direksi PD. 

13.  Dewan Komisaris adalan Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan 
kepada Dewan Direksi pT 

14 .  Dewan Direksi adalan Organ PD dan PT yang bertugas melakukan 
pengurusan PD atau PT. 

15 .  Rapa! Umum Pemeganr; Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ 
PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi 
atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang­ 
undangan dan/atau anggaran dasar. 

16 .  Kinerja SUMO adalah Suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek 
keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha. 

BAB II 

PERUSAHAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Organ 

Pasal 2 

Organ PD, terdiri dar i :  

a. Dewan Direksi; dan 

b. Sadan Pengawas. 

Bagian Kedua 

Dewan Direksi 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Kedudukan 

Pasal 3 

( 1 )  Dewan Direksi PD diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala BPMP : 

a. dapat dengan mempertimbangkan saran Sadan Pengawas bagi calon 
dari internal PD; atau 

b. tanpa mempertimbangan saran Badan Pengawas bagi calon ekstemal PD. 

(2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur . 

(3) Mekanisme pengangkatan Dewan Direksi dilaksanakan oleh BPMP sesuai 
dengan prosedur sebagaimana tercantum da lam Lamp iran I Peraturan 
Gubernur ini. · 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Direksi berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 
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Paragraf 2 

Jum.ah dan Masa Jabatan 

Pasal5 

( 1 )  Dewan Direks sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak 
4 (empat) orang. 

(2) Salah seorang di artara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
sebagai Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sebagai Direktur. 

Pasal6 

( 1 )  Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. 

(2) Pengangkatan dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
adalah:  

a. Seorang Anggota Dewan Direksi selama 2 (dua) masa jabatan pada PD 
yang sama telah menduduki jabatan Direktur; atau 

b. Seorang Anggota Dewan Direksi pada periode pertama masa jabatan 
menduduki jabatan Direktur, kemudian pada periode kedua masa jabatan 
diangkat menjadi Direktur Utama pada PD yang sama . 

(3) Untuk memenuhi kebutuhan PD dan kebijakan pengurusan PD, Gubernur 
dapat memberhentikan Dewan Direksi dari kedudukannya sebelum masa 
jabatan 4(empat) tahun berakhir. 

(4) Anggota Dewan Direksi dapat melampaui 2 (dua) kali masa jabatan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. pada 2 (dua) masa jabatan sebelumnya yang bersangkutan menduduki 
jabatan Direktur pada 1 (satu) PD, untuk masa jabatan berikutnya diangkat 
menjadi Direktur Utama, pada PD la in; atau 

b. pada 2 (dua) masa jabatan sebelumnya yang bersangkutan menduduki 
jabatan Direktur pada 1 (satu) PD, untuk masa jabatan berikutnya diangkat 
menjadi Direktur pada PD lain; atau 

c. pada 2 (dua) masa jabatan sebelumnya yang bersangkutan menduduki 
jabatan Direktur Utama pada 1 (satu) PD, untuk masa jabatan berikutnya 
diangkat menjadi Direktur Utama pada PD lain. 

Paragraf 3 

Pemberhentian 

Pasal 7 

(1)  Anggota Dewan Direksi diberhentikan dengan hormat oleh Gubemur apabila : 

a. telah berakhir masa jabatan; 

b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Direksi; 

c. meninggal dunia; 
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d. berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut­ 
turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, dalam 
menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Direksi karena alasan 
kesehatan atau halangan lain; 

e. diangkat pada jabatan lain pada PD yang sama atau BUMD lain; 

f. diangkat menjadi Badan Pengawas PD yang sama atau BUMD lain; 

g. diangkat sebagai Anggota Dewan Direksi atau Anggota Dewan Komisaris 
pada PT; dan 

h. telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun. 

(2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur 
apabi la:  

a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku terhadap PD; 

b. tidak menunjukkan kinerja baik; 

c. melakukan tindakan melampaui kewenangannya; 

d. melakukan tindakan yang merugikan PD; 

e. tersangut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka 
atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PD; 

f. diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau 
organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik; 

g. melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PD dan/atau 
pemerintah daerah; dan 

h. diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota 
Badan Pengawas PD yang bersangkutan baik karena hubungan darah 
maupun perkawinan sampai derajat ketiga. 

(3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan hormat 
atau tidak dengan hormat Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) dapat diterima Gubernur dari : 

a. Badan Pengawas PD ; 

b. Anggota Dewan Direksi PD; 

c. Asisten Sekretaris Daerah; dan 

d. BPMP . 

Pasal8  

( 1 )  Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diproses oleh 
BPMP .  

Pasal 9 

( 1 )  Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Gubemur menunjuk Pelaksanaan 
Tugas (Pit) atas usul BPMP . 
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(2)Penunjukan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
berlaku sampai dengan ditetapkannya jabatan Direksi yang definitif, untuk 
paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal 10  

( 1 )  Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat ( 1 )  huruf a namun belum ditetapkan penggantinya, dapat 
diperpanjang sementara masa jabatannya selama 6 (enam) bulan atau 
sampai ditetapkannya pejabat yang definitif untuk paling lama selama 1 (satu) 
tahun. 

(2) Perpanjangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh 
BPMP .  

Paragraf 4 

Penghargaan 

Pasal 1 1  

( 1 )  Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat ( 1 )  hunuf a, huruf b dan huruf d, diberikan pesangon dan penghargaan. 

(2) Anggota D ireks i yang meninggal  dunia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) hunuf c selain diberikan uang penghargaan dan uang pesangon, 
juga diberikan uang duka sebesar jumlah penghasilan yang diterima pada 
bulan terakhir. 

(3) Anggota Dewan D i reksi yang d iberhent ikan karena telah selesai masa 
jabatannya selain d iberikan uang pesangon dan uang penghargaan 
sobagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  juga diberikan penghargaan dalam 
bentuk natura melalui persetujuan Gubernur yang diajukan oleh BPMP. 

Paragraf 5 

Calon Direksi 

Pasal 12 

( 1 )  Calon Anggota Direksi adalah Orang perseoranan yang berasal d a ri :  

a. Anggota Direksi yang sedang menjabat pada B JMD yang bersangkutan 
atau SUMO yang lain ; 

b. Anggota Dewan Direksi atau Sadan Pengawas yang sedang menjabat 
pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang l e ;  

c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang setingkat di bawah Direksi, 
termasuk Direksi anak perusahaan atau penusahaan patungan SUMO 
yang bersangkutan; 

d. Pejabat atau aryavwan setingkat di bawah Direksi pada Bu +ermasuk 
Diroksi anak porutahaan atau porusahaan patungan BUMD 

e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; da 

f. Orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam + uruf up 
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(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dicalonkan 
dan/atau mencalonkan din sebagai calon anggota Direksi sekurang-kurangnya 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan PD; 

b. Memiliki kompetensi an profesionalisme dalam pengelolaan PD; 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter berdasarkan medical check up; 

d. Memil iki kecerdasan, intelektual , emosional dan spiritual yang sesuai 
dengan kedudukan Direksi PD; 

e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum; 

f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Sadan Pengawas atau pejabat 
di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang 
dinyatakan pailit; 

g. Mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu)/Sarjana; 

h. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil, apabila 
yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota 
dan/atau p e n g u r u s  o r g a n i s a s i  kemasyarakatan yang beraf i l iasi pada 
organisasi politik; 

j. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum, baik sebagai tersangka maupun 
terdakwa; 

k. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun,  atau setinggi­ 
tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat permohonan disampaikan 
kepada Gubernur!Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah; 

I. Untuk calon Direktur Utama yang berasal dari Direksi, Komisaris atau 
Sadan Pengawas B U M D ,  usia pada saat pencalonan setinggi-tingginya 
62 (enam p u l u h  dua) tahun;  

m. Direkomendasikan la yak dan patut oleh konsultan ahli yang independen 
berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test); 

n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau 
Sadan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD 
yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena 
perkawinan sampai derajat ketiga; dan 

o. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasiona l  Indones ia atau 
Kepolisian Republik Indonesia. 

(3) Untuk calon Anggota Dewan Direksi pada PD PAM Jaya dan PD Pasar Jaya 
selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengikuti 
persyaratan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan.  

Pasal 1 3  

( 1 )  Penjaringan calon Anggota Dewan Direksi dilaksanakan oleh BPMP. 

(2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), pedomannya ditetapkan oleh Kepala BPMP, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 6 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 14  

Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memimpin, mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha PD; 

b. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja bisnis PD; 

c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Badan Pengawas dan 
tembusan kepada Kepala BPMP; 

d. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi standar pelayanan dan prosedur 
standar operasi PD; 

e. Melaksanakan program kerja PD; 

f. Menyelenggarakan operasional, administrasi umum dan keuangan, 

g. Mewakili PD, di dalam dan di luar Pengadilan; 

h. Mengembangkan PD; 

i. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan berupa laporan 
kinerja PD dan laporan keuangan Kepada Gubemur melalui Kepala BPMP; dan 

j. Menyampaikan Laporan Keuangan PD yang telah diaudit kepada Gubemur 
me la lui Kepala BPMP selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun 
buku Perusahaan berakhir. 

Pasal 15 

( 1 )  Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi 
dengan persetujuan Gubemur dapat melaksanakan hal sebagai berikut: 

a. kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) 
tahun dan/atau adanya perubahan status aset; 

b. pinjaman dengan menjaminkan aset PD; 

c. Memindahtangankan (menjual atau menghibahkan) menghipotekkan atau 
menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik PD; dan 

d. Menyertakan modal dalam perusahaan lain. 

(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  diberikan setelah 
memperoleh pertimbangan Sadan Pengawas dan BPMP. 

(3) Proses penerbitan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh SPMP. 

Pasal 16  

Selain tug)as sepagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ,  Dewan 
Direksi juga molaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan keglatan usaha dan keberadaan PD. 
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Pasal 1 7  

Direksi dalam mengurus PD, mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan dan mengatur tugas, hak 
dan kewajiban karyawan PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

b. Menandatangani laporan keuangan PD; 

c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga; dan 

d. Mewakili PD di luarlatau di dalam pengadilan. 

Paragraf 7 

Penghasilan dan Fasilitas 

Pasal 18  

( 1 )  Penghasilan Dewan Direksi terdiri dari : 

a. Gaji; dan 

b. Tunjangan; 

(2) Gaji dan tunjangan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

Pasal 1 9  

( 1 )  Selain gaji dan tunjangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada 
Dewan Direksi setiap tahun dapat diberikan jasa produksi. 

(2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  juga diberikan kepada 
karyawan PD. 

(3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat 
(2) hanya dilakukan apabi la keuangan PD untung /surplus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa produksi diatur dengan 
Peraturan Gubernur 

Pasal 20 

(1 )  Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperoleh fasilitas sesuai dengan 
kemampuan keuangan PD. 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  disesuaikan dengan beban 
kerja dan tanggung jawab Dewan Direksi, kinerja dan kemampuan serta 
pertumbuhan keuangan PD. 

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur dengan Peraturan 
Gubernur . 
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Paragraf 8 

Cuti 

Pasal 21 

( 1 )  Dewan Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: 

a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; 

b. Cuti besar'cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah hajj untuk yang 
pertama kali paling lama 45 (empat puluh ima) hari kalender; 

c. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; 

d. Cuti alasan penting paling lama 3(tiga) hari kerja; dan 

e. Cuti sakit paling lama 2 (dua) bulan. 

(2) Penggunaan nak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan sebagai berikut: 

a. Untuk cuti besar/cuti panjang/cuti bersalin dapat dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan dari Gubernur; dan 

b. Untu cuti tahunan/cuti alasan penting/cuti sakit dapat dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. 

(3) Penggunaan hak cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c, 
termasuk hak cuti besar/cuti panjang tahun yang bersangkutan. 

(4) Hak cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah hajj sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  huruf b, bar dapat diajukan setelah yang bersangkutan 
sekurang-kurangnya telah 12 (dua belas) bulan menjabat sebagai Dewan Direksi, 
dan maksimum hanya boleh diambil sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) 
periode masa jabatan. 

(5) Dewan Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  mendapat gaji dan tunjangan. 

(6) Dewan Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri 
harus mendapat izin dari Baan Pengawas. 

(7) Proses pemberian persetujuan pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPMP. 

(8) Untuk melaksanakan tugas Anggota Dewan Direksi yang sedang 
melaksanakan cuti, ditunjuk Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan 
Keputusan Gubemur. 

Paragraf 9 

Penilaian Kinerja 

Pasal 22 

( 1 )  Gubornur molalui BPMP menilai dan mongevaluasi kinerja Dewan Direksi 

s0liap tahun dan/atau sewaktu·waktu sesuai obutuhan PD dan/atau 
kebijakan pengelolaan PD. 
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(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan menggunakan 
kriteria antara lain : 

a. Kinerja PD; 

b. Laporan Keuangan PD; 

c. Pencapaian rencana strategis bisnis PD; 

d. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PD; 

e. Dinamika pengurusan PD; 

f. Ketaatan terhadap peraturan PD; dan 

g. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan PD. 

(3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 
ayat (2), BPMP epat menunjuk pihak ketiga yang berkompeten. 

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  ayat (2) dan ayat (3) 
dilaporkan Kepala BPMP kepada Gubernur. 

Pasal 23 

( 1 )  Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan 
salah satu pertimbangan penting dalam pemberhentian Anggota Dewan Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7. 

(2) Khusus terhadap masa jabatan Direksi yang akan habis masa jabatannya, 
paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya, Kepala BPMP harus menyampaikan 
usulan penggantian dan/atau perpanjangan sementara kepada Gubernur. 

Bagian Ketiga 

Sadan Pengawas 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Kedudukan 

Pasal 24 

( 1 )  Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur, alas usul BPMP. 

(2) Pengangkatan Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Proses pengangkatan Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  dan proses penetapan Keputusan Gubemur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPMP sesuai dengan mekanisme 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 25 

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 
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Paragraf 2 

Jumlah dan Masa Jabatan 

Pasal 26 

( 1 )  Anggota Sadan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan 
sebagai berikut : 

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; 

b. 1 (satu)  orang Sekretaris merangkap Anggota; 

c. 1 (satu) orang Anggota. 

(2) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas dalam susunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal27 

( 1 )  Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan hanya 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. 

(2) Pengangkatan Anggota Sadan Pengawas untuk 1 (satu) masa jabatan 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  hanya dapat dilakukan 
kepada Anggota Sadan Pengawas yang berkinerja baik. 

(3) Perhitungan 2(dua)  masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
hanya berlaku untuk 1 (satu) PD. 

Pasal 28 

( 1 )  Anggota Sadan Pengawas yang telah melaksanakan tugas sebagai Sadan 
Pengawas pada 1 (satu) PD selama 2 (dua) masa jabatan dapat diangkat 
sebagai Anggota Badan Pengawas pada PD lain sesuai prosedur yang berdaku. 

(2) Pengangkatan Anggota Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dihitung 1 (satu) masa jabatan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 
1(satu)  masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggota Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 
menyelesaikan masa tugas masa jabatan ke 2 (dua) tidak bisa diangkat 
lagi sebagai Anggota Sadan Pengawas pada PD lainnya. 

Paragraf 3 

Pemberhentian 

Pasal 29 

Untuk memenuhi kebutuhan PD dan kebijakan pergurusan PD, Gubemur dapat 
memberhentikan Anggota Badan Pengawas, baik sendiri-sendiri atau secara 
bersamaan sebelum masa jabatan 3 (tiga) tahun terakhir. 
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Pasal 30 

( 1 )  Anggota Sadan Pengawas PD diberhentikan dengan hormat oleh 
Gubernur apabi la :  

a. Telah berakhir masa jabatan; 

b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Sadan Pengawas; 

c. Meninggal dunia; 

d. Berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut­ 
turut dalam 1 (satu) tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota 
Badan Pengawas karena alasan kesehatan atau halangan lain; 

e. Diangkat pada jabatan lain pada PD yang sama; 

f. Telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun; 

g. Diangkat sebagai Sadan Pengawas atau Direksi pada PD lain; dan 

h. Diangkat sebagai Komisaris atau Direksi atau jabatan lain pada PT. 

(2) Anggota Sadan Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubemur 
apabi la :  

a. Tidak taat pada peraturan yang berlaku pada PD; 

b. Tidak menunjukan kinerja baik; 

c. Melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya; 

d. Melakukan tindakan yang merugikan PD; 

e. Tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka 
atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PD; 

f. Diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau 
organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik; 

g. Melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PD dan/atau 
Pemerintah Daerah; dan 

h. Diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota 
Direksi PD baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan 
sampai derajat ketiga. 

(3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat 
Anggota Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat 
(2) dapat diperoleh Gubernur dari : 

a. Sadan Pengawas PD yang bersangkutan; 

b. Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan; 

c. B P M P ;  dan 

d. Asisten Sekretaris Daerah. 

Pasal31 

( 1 )  Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diproses oleh 
BPMP. 
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f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Sadan Pengawas dan/atau 
pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta 
yang dinyatakan pailit; 

g. Mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu); 

h. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil, 
apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota 
dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada 
organisasi politik; 

j. Tidak sedang dalam menjalani status hukum tersangka atau terdakwa; 

k. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun atau setinggi­ 
tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diajukan atau mengajukan 
diri sebagai Anggota Badan Pengawas; 

I. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen 
berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test); 

m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Sadan 
Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang 
bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan 
sampai derajat ketiga; dan 

n. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau 
Kepolisian Republik Indonesia. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal34 

( 1 )  Penjaringan calon Anggota Sadan Pengawas dilaksanakan oleh BPMP. 

(2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan oleh Kepala BPMP. 

Paragraf 6 

Tugas dan Wewenang 

Pasal35 

Sadan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. Membahas dan merekomendasikan : 

1 .  Rencana Jangka Panjang (RJP) PD; 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD dan perubahannya; 

3. Laporan kinerja PD; 

4. Laporan akhir masa jabatan Direksi; 

5. Laporan euangan setelah diaudit oleh Auditor Independen; dan 

6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan PD. 
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b. Membenikan pendapat dan saran kepada Gubemur melalui BPMP terhadap : 

1 .  Program kerja yang diajukan oleh Direksi; 

2. Laporan keuangan PD, 

3. Laporan kinerja PD; dan 

4.Laporan akhir masa jabatan Direksi; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap Dewan Direksi PD; 

d. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dewan Direksi dan kepada 
Gubernur melalui BPMP setiap 1 (satu) triwulan; 

e. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal PD 
menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Gubernur 
dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; 

f. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur melalui Kepala BPMP 
dengan tembusan kepada Direksi yang bersangkutan mengenai setiap 
permasalahan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan PD; 

g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Gubernur; 

h. Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPMP secara 
berkala baik triwulan maupun tahunan serta pada setiap waktu yang 
diperlukan mengenai perkembangan PD yang bersangkutan; dan 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pengawas pada akhir masa 
jabatan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPMP. 

Pasal 36 

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sadan 
Pengawas memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai : 

a. Investasi PD; 

b. Kerja sama PD dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) 
tahun; 

c. Penyertaan modal PD pada perusahaan lain; dan 

d. Perubahan status aset/pelepasan aset PD. 

Pasal37  

Sadan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Dewan Direksi; 

b. Memberikan teguran dan peningatan kepada Dewan Direksi atas pelaksanaan 
tugas yang tidak sesuai dengan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis 
anggaran yang telah disetujui; 

c. Memeriksa Dewan Direksi yang diduga merugikan perusahaan dan 
melaporkan hasilnya kepada Gubernur; 

d. Memberikan rekomendasi untuk penetapan RKAP oleh Gubernur; 

e. Mem inta data d a n  i n f o r m a s i  yang d i p e rl u k a n  berkait d e n g a n  kas dan 
kekayaan perusahaan; 
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f. Meminta penjelasan dari Dewan Direksi mengenai  perkembangan 
pengusahaan PD secara periodik; 

g. Meminta Dewan Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat 
yang diadakan oleh Badan Pengawas; dan 

h. Menghadiri rapat Dewan Direksi dan memberikan masukan, saran atau 
pertimbangan berkaitan dengan agenda rapat; 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Badan Pengawas memperhatikan : 

a. Pedoman, efisiens i perusahaan dan petunjuk-petunjuk Gubernur; 

b. Keputusan pendirian PD dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan PD. 

Rapat 

Pasal 39 

(1 )  Dalam rangka tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Badan Pengawas mengadakan rapat 
dengan pokok bahasan yang jelas, fokus dan tepat sasaran sekurang­ 
kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan .  

(2) Ra pat sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  s e s u a i  tugas dan wewenang 
Sadan Pengawas. 

(3) K e p u t u s a n  rapat Sadan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang 
bersifat meng ikat.  

Pasal 40 

( 1 )  Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang 
B a d a n  Pengawas d i b e n t u k  Sekretariat Sadan Pengawas. 

( 2 )  Sekretariat B a d a n  Pengawas d i b e n t u k  d e n g a n  Keputusan D i r e k s i ,  terdiri 
dari 2 ( d u a )  orang tenaga Sekretariat. 

(3) Tenaga Sekr etar iat sebagaimana dimaksud pada a y at (2) adalah 
karyawan PD yang ditugaskan membantu Badan Pengawas o l e h  Direksi 
atau personalia instansi lainnya. 

Paragraf 7 

P e n g h a s i l a n  dan F a si l i t a s  

Pasal 41 

( 1 )  P e n g h a s i l a n  B a d a n  Pengawas terdiri d a r i :  

a. Gay; dan 

b. Tunjangan.  
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(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Badan 
Pengawas setiap tahun dapat diberikan jasa produksi 

(3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
dilakukan apabila keuangan PD untung/surplus. 

Pasal42 

( 1 )  Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Ketua Badan Pengawas sebesar 
40% (empat puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur 
Utama. 

(2) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Sekretaris Badan Pengawas 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi 
Direktur Utama. 

(3) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Anggota Badan Pengawas sebesar 
30% (tiga puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur 
Utama. 

Pasal 43 

( 1 )  Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh fasilitas. 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disesuaikan dengan beban 
kerja dan tanggung jawab Anggota Badan Pengawas, kinerja dan kemampuan 
serta pertumbuhan keuangan PO. 

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 

Paragraf 8 

Cuti 

Pasal44 

( 1 )  Badan Pengawas memperoleh hak cuti sebagai berkut :  

a. Cuti tahunan selama 1 2  (dua belas) hari kerja; 

b. Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji untuk pertama 
kali paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender; 

c. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; 

d. Cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan 

e. Cuti sakit paling lama 2(dua)  bulan. 

(2) Pelaksanaan cuti dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur 
melalui BPMP 

(3) Proses persetujuan cuti Badan Pengawas dari Gubernur dilaksanakan 
oleh BPMP. 

Paragraf 9 

Penilaian Kinerja 

Pasa l 45 

( 1 )  Gubernur melalul gPMP manilai dan mongovaluasi kinorja pongawasan 

PD oloh Badan Pengawas. 
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(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dengan menggunakan 
kriteria antara l a i n :  

a. Keaktifan Anggota Badan Pengawas dalam rapat Badan Pengawas; 

b. Kuantitas dan kualitas masukan, saran, pertimbangan dan koreksi Anggota 
Badan Pengawas terhadap pengurusan PD oleh Dewan Direksi yang 
disampaikan kepada Gubernur dan/atau Direksi; dan 

c. Permasalahan-permasalahan PD yang terkait dengan lemahnya pengawasan. 

(3) Terhadap penilaian kinerja yang negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Gubernur melalui Kpala BPMP memberikan teguran tertulis , baik kepada 
Badan Pengawas secara institusi maupun secara perorangan . 

Pasal46 

( 1 )  Hasil penila ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan salah 
satu bahan pert imbangan penting dalam pemberhentian Anggota Badan 
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30. 

(2) Khusus terhadap masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang akan 
habis masa jabatannya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya, Kepala 
BPMP harus menyampaikan usulan penggantian dan/atau perpanjangan 
sementara kepada Gubernur. 

Paragraf 1 0  

Larangan 

Pasal 47 

( 1 )  Anggota Badan Pengawas (Ketua, Sekretaris dan Anggota) PD tidak 
diperkenankan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi, Badan 
Pengawas atau Komisaris pada BUMD dan/atau BUMN dan/atau perusahaan 
swasta. 

(2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dilarang pad a ayat ( 1 )  Anggota 
Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh 
Gubernur alas usul BPMP. 

BAB I l l  

PERSEROAN TERBA T AS 

Bagian Kesatu 

Organ Perseroan 

Pasal 48 

Organ Perseroan terdiri dari : 

a.  RUPS;  

b. Dewan Direksi; d a n  

c. Dewan Komisaris. 
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Bagian Kedua 

Rapat Urum Pemegang Saham (RUPS) 

Pasal 49 

( 1 )  RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan 
kepengurusan dan kepentingan perseroan dari Dewan Direksi dan/atau 
Dewan Komisaris. 

(2) Untuk menghadiri RUPS, Gubemur dapat memberikan kuasa kepada pejabat 
terkait. 

Bagian Ketiga 

Direksi 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Kedudukan 

Pasal 50 

( 1 )  Pengangkatan Dewan Direksi ditetapkan dalam RUPS. 

(2) Kepala BPMP sesuai tugas pokok dan fungsinya menyiapkan calon 
Dewan Direksi yang mewakili Pemerintah Daerah untuk diusulkan dalam 
RUPS. 

(3) Dewan Direksi merupakan organ PT sebagai pengelola/pengurus/eksekutif 
PT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada RUPS. 

Paragraf 2 

Jumlah dan Masa Jabatan 

Pasal 51 

( 1 )  Dewan Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak­ 
banyaknya 4 ( empat) orang yang disesuaikan dengan efisiensi, efektivitas 
dan produktivitas pengurusan/pengelolaan PT. 

(2) 1 (satu) orang dari Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagal Direktur. 

Pasal 52 

(1 )  Dewan Direksi PT diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (l ima) tahun 
dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya; 

(2) Perhitungan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  adalah : 

a. Seorang Anggota Dewan Direksi telah menduduki jabatan berturut-turut 
selama 2 (dua) masa jabatan pada PT yang sama; atau 

b. Seorang Anggota Dewan Direksi PT pada masa jabatan pertama 
menduduki abatan Direktur dan pada masa jabatan kedua menduduki 
jabatan Direktur Utama pada PT yang sama. 

(3) Pengecualian pembatasan mesa jabatan selama 2 (dua) periode 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 
berdasarkan Ksputusan RUPS/UPS-LB dan/atau kotontuan paraturan 
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(4) Pengecualian pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 
dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan selama menjabat pada 2 (dua) 
masa jabatan mempunyai kinerja dan prestasi yang sangat baik; 

b. Kompetensi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan sangat dibutuhkan 
untuk perkembangan PT; dan 

c. Khusus Anggota Dewan Direksi yang menduduki jabatan Direktur 
Utama selama masa jabatannya, PT berkembang dan menunjukan 
kinerja yang sangat baik. 

(5) Anggota Dewan Direksi yang telah menyelesaikan tugasnya selama 2 (dua) 
masa jabatan pada satu PT, dapat diangkat sebagai anggota Dewan 
Direksi pada BUMD lain sesuai mekanisme pengangkatan Direksi. 

Paragraf 3 

Pemberhentian 

Pasal 53 

( 1 )  Anggota Dewan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa 
jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan 
Keputusan RUPS/RUPS-LB. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  didasarkan pada 
pertimbangan obyektif antara lain : 

a. Terjadi kemunduran kinerja pT dan/atau kemunduran kinerja bidang 
tugas jabatan yang diemban; atau 

b. Terjadi ketidakhammonisan di antara para Anggota Dewan Direksi, sehingga 
manajemen PT kurang stabil. 

Pasa l54 

(1 )  Anggota Dewan Direksi PT diberhentikan dengan hormat dengan keputusan 
RUPS/RUPS-LB apabila : 

a. Telah berakhir masa jabatannya; 

b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Dewan Direksi; 

c. Meninggal dunia; 

d. Berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut­ 
turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam 
menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Direksi karena alasan 
kesehatan atau halangan lain; 

e. Diangkat pada jabatan lain pada PT yang sama atau BUMD lain; 

f. Diangkat menjadi Badan Pengawas pada PD atau Dewan Komisaris 
pada PT; 

g. Telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun; dan 

h. Diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi/Anggota Dewan Komisaris 
pada BUMN atau pejabat negara pada lembaga negara. 
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(2) Anggota Dewan Direksi pT diberhentikan dengan tidak hormat dengan 
keputusan RUPS/RUPS-LB, apabila : 

a. Tidak taat pada peraturan perundang-undangan PT 

b. Tidak menunjukan inerja baik; 

c. Melakukan tindakan melampaui kewenangannya; 

d. Melakukan tindakan yang merugikan PT; 

e. Tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka 
atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PT; 

f. Diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik 
dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai 
politik; 

g. Melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PT dan/atau 
Pemerintah Daerah; dan 

h. Diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah 
maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga. 

(3) Data dan informasi yang menjadi 
hormat sebagaimana dimaksud 
RUPS/RUPS-LB d a r :  

a. Dewan Komisaris PT; 

b. Anggota Dewan Direksi PT; 

c. Asisten Sekretaris Daerah; dan 

d. BPMP. 

alasan pemberhentian dengan tida 
pada ayat (2) dapat diperoleh 

Pasal 55 

Pemberhentian sebagaimana dimaksud da lam Pasal 53 dan Pasal 54 
ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB. 

Paragraf 4 

Penghargaan 

Pasal 56 

( 1 )  Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 ayat ( 1 )  huruf a, huruf b dan huruf d diberikan pesangon dan 
penghargaan. 

(2) Anggota Dewan Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 ayat ( 1 )  huruf c selain diberikan uang pesangon dan 
pengtargaan, juga diberikan uang duka sebesar jumlah penghasilan yang 
diterima pada bulan terakhir. 

(3) Selain diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana 
dimaksud da lam Pasal 54 ayat ( 1 )  huruf a, anggota Dewan Direksi yang 
diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya, juga diberikan 
penghargaan dalam bentuk natura melalui persetujuan RUPS/RUPS-LB. 
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Paragraf 5 

Calon Direksi 

Pasal57 

(1)  Caln Anggota Dewan Direksi adalah Orang perseorangan yang berasal dari :  

a. Anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang 
bersangkutan maupun BUMD lain; 

b. Anggota De an Komisaris atau Badan Pengawas yang sedang menjabat, 
baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain; 

c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan satu tingkat 
di bawah Dewan Direksi, termasuk Dewan Direksi anak perusahaan atau 
perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan; 

d. Pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Dewan Direksi 
dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan 
BUMD la in ; 

e. Pegawai Lembaga/lnstansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

f. Orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud 
da lam huruf a sampai huruf e. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan 
dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Direksi sekurang-kurangnya 
harus memi liki persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan 
mengemban an PT; 

b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT; 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
berdasarkan medical check up; 

d. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai 
dengan kedudukan Direksi PT; 

e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum; 

f. Tidak pemah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu 
perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; 

g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana; 

h. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi­ 
tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan; 

i. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa; 

j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/ 
anggota leg islatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi 
kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik; 

k. Tidak pemah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah; 

I. Untuk Jabatan Diroktur Utama, telah menduduki jabatan sebagai 
direktur pada perusahaan daerah atau perser0an terbatas lainnya atau 
posisi lain yang dinilai setara dengan posisi direktur dan umur saat 
pengangkatan maksimal 60 (enam puluh) tahun oada saat pencalonan; 
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m.Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen 
berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test); 

n. Bersedia an menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil 
apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

o. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direktur 
atau Komisaris atau pejabat satu tingkat di bawah Oireksi pada PT yang 
bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan 
sampai derajat ketiga; dan 

p. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau 
Kepolisian Republik Indonesia. 

(3) Untuk ca Ion Anggota Dewan Direksi pad a PT Bank OKI dan PT Asuransi 
Bangun Askrida, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 58 

( 1 )  Penjaringan calon Anggota Dewan Direksi dilaksanakan oleh BPMP dan 
dapat diumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik. 

(2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh BPMP sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Paragraf 6 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 59 

(1 )  Dewan Direksi pT mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengelola/mengurus PT. 

b. Mewakili PT, baik di dalam maupun di luar PT; 

c. Menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Strategis 
(Renstra) PT; 

d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 

e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PT; 

f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PT setiap 3 (tiga) 
bulan kepada Gubernur melalui BPMP ; 

g. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja PT; dan 

h. Melaksanakan Program Kera, Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis 
dan Rencana Kerja dan Anggaran PT yang sudah ditetapkan/disahkan. 

(2) Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf c dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d disampaikan pada RUPS untuk 
mendapat pengesahan. 

(3) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf e dan huruf j  disampaikan pada RUPS/RUPS-LB sebagai 
pertanggungjawaban pengelolaan/pongurusan PT oleh Dewan Direksi. 
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Pasal60 

Dewan Direksi PT dalam mengelola/mengurus PT mempunyai wewenang 
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 
Tangga (ART) PT dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain 
sebagai berikut : 

a. Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan dan mengatur tugas, 
hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

b. Menandatangani laporan keuangan; 

c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga; dan 

d. Mewakili PT di luar atau di dalam pengadilan. 

Pasa l 6 1  

S e l a i n  t u g a s  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  P a s a l  59 dan wewonang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direksi juga melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha dan 
keberadaan PT. 

Paragraf 7 

Penghasilan dan Fasilitas 

Pasal 62 

( 1 )  Penghasilan Dewan Direksi terdiri dari : 

a. Gaji; dan 

b. Tunjangan. 

(2) Gaji dan tunjangan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditetapkan melalui RUPS .  

Pasal 63 

( 1 )  Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada 
Dewan Direksi setiap tahun dapat diberikan jasa produksi. 

(2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  juga diberikan 
kepada karyawan PT. 

(3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)  dan ayat (2) 
hanya dapat dilakukan apabila keuangan PT untung/surplus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa produksi ditetapkan melalui RUPS. 

Pasal 64 

(1) Dal am melaksanakan tugasnya Dewan Direksi memperoleh fasilitas. 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disesuikan dengan beban 
kerja dan tanggung jawab Dewan Direksi, kinerja dan kemampuan serta 
pertumbuhan keuangan PT. 

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) diatur dengan 
Poraturan Diroksi, 
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Paragraf 8 

Cuti 

Pasal65 

( 1 )  Dewan Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikKut : 

a. Cuti Tahunan; 

b. Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah hajj; 

c. Cuti bersalin; 

d Cuti alasan penting; dan 

e. Cuti sakit; 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  
ditetapkan oleh Dewan Direksi. 

(3) Dewan Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus 
mendapat izin dari Dewan Komisaris. 

Paragraf 9 

Penilaian Kinerja 

Pasal 66 

(1 )  Kinerja Dewan Direksi dalam mengelola/mengurus PT dinilai dan dievaluasi 
setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT dan/atau kebijakan 
pengelolaan PT; 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan menggunakan 
kriteria antara lain : 

a Kinerja PT: 

b Laporan keuangan PT; 

c. Pencapaian rencana strategis bisnis PT; 

d. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PT; 

e. Dinamika pengelolaan/pengurusan PT; 

f. Ketaatan terhadap peraturan PT; dan 

g. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan pT 

(3) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan oleh 
BPMP, Dewan Komisaris dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang 
ditunjuk. 

(4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
disampaikan kepada Gubernur dan/atau RUPS/RUPS-LB. 

Pasal67 

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
merupakan salah satu bahan pertimbangan penting da lam pemberhentian 
Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54. 
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Paragraf 10 

Larangan 

Pasal68 

( 1 )  Anggota Dewan Direksi PT dilarang merangkap sebagai Anggota Dewan 
Direksi, Sadan Pengawas atau Komisaris pada BUMD dan/atau BUMN dan/ 
atau perusahaan swasta. 

(2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
Anggota Dewan Oireksi yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat 
oleh RUPS/RUPS-LB. 

Bagian Keempat 

Dewan Komisaris 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Kedudukan 

Pasal69 

( 1 )  Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 

(2) BPMP sesuai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan calon Anggota 
Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah untuk diusulkan 
dalam RUPS/RUPS-LB. 

Pasal 70 

Dewan Komisaris merupakan organ PT sebagai unsur pengawas pengelolaan/ 
pengurusan PT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
RUPS. 

Paragraf 2 

Jumlah dan Masa Jabatan 

Pasal 71 

( 1 )  Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan 
sebagai beriut: 

a. 1 (satu)  orang Ketua merangkap Anggota; 

b. 1 (satu)  orang Sekretaris merangkap Anggota; dan 

c. 1 (satu)  orang Anggota. 

(2) Penunjukan Anggota Dewan Komisaris dalam susunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB. 

Pasal 72 

(1)  Anggota De.an Komisaris dangkat tuk masa jabatan paling lama 5 (lima) 
tahun dan hanya dapat diangkatkert. tk 1 (satu) masa jabatan borikutnya. 
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(2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris untuk 1 (satu) masa jabatan 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  hanya dapat dilakukan 
kepada Anggota Dewan Komisaris yang berkinerja baik. 

(3) Perhitungan 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
hanya berlaku untuk 1 (satu) PT. 

Pasal73 

( 1 )  Anggota Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tugas sebagai 
Dewan Komisaris pada 1 (satu) PT selama 2 (dua) masa jabatan, dapat 
diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada PT lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangar. 

(2) Pengangkatar Anggota Dewan Kmisaris sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dinitung 1 (satu) masa jabatan dan dapat diangkat kembali hanya 
untuk masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 
menyelesaikan tugas masa jabatan ke dua, tidak bisa diangkat lagi sebagai 
Anggota Dewan Komisaris pada PT lainnya. 

Paragraf 3 

Pemberhentian 

Pasa l74 

(1) Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir a tau pada 
masa jabatannya sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya 
berdasarkan Keputusan RUPS/RUPS-LB 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  didasaran pada 
pertimbangan obyektif antara lain : 

a. Kinerja pengawasan pengelolaan/pengurusan PT menurun dan tidak 
ada laporan hasil pengawasan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada RUPS/RUPS-LB dan 
atau Gubernur; 

b. Mekanisme pengawasan pengelolaan/pengurusan PT tidak berjalan 
sebagaimana mestinya; dan 

c. Terjadi ketidakharmonisan di antara para Anggota Dewan Komisaris. 

Pasal 75 

( 1 )  Anggota Dewan Komsaris PT diberhentikan dengan hormat dengan 
Keputusan RUPS/RUPS-LB, apabila:  

a. Telah berakhir masa jabatannya; 

b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anagota Dewan Komisaris; 

c. iMening3al duria; 
d. Berh;langan tetap serang-urangrya selama z (qua) butan berurut­ 

turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut alam i (salu) tahun dalam 
menjalankan tugasnya sebegal Anggota Dewan Komisaris karena alasan 
kesehatan atau halangan lain; 
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e. Diangkat pada jabatan lain pada PT yang sama atau BUMD lain; 

f. Diangkat menjadi Badan Pengawas pada PD atau Dewan Komisaris 
pada PT; 

g. Telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun; dan 

h. Diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi/Anggota Dewan Komisaris pada 
BUMN atau pejabat negara pada lembaga negara. 

(2) Anggota Dewan Komisaris PT diberhentian dengan tidak hormat dengan 
keputusan RUPS/RUPS-LB, apabila : 

a. Tidak taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap 
PT; 

b. Tidak menunjukan kinerja baik; 

c. Melakukan tindakan melampaui kewenangannya; 

d. Melakukan tindakan yang merugikan PT; 

e. Tersangkut da lam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka 
atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PT; 

f. Diketahui aktif sebaga i pengurus dan/atau anggota partai politik dan/ 
atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik; 

g. Melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PT dan/atau 
Pemerintah Daerah; dan 

h. Diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota 
Dewan Komisaris PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah 
maupun karena perawinan sampai derajat ketiga. 

(3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh RUPS/RUPS-LB 
dar i :  

a. Dewan Direksi PT; 

b. Anggota Dewan Komisaris PT; 

c. BPMP ;  dan 

d. Asisten Sekretaris Daerah. 

Pasal 76 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 74 dan Pasal 75 ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB. 

Paragraf 4 

Penghargaan 

Pasal 77 

( 1 )  Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 ayat ( 1 )  huruf a, huruf b dan huruf d, diberikan pesangon 
dan penghargaan. 

(2) Anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 ayat ( 1 )  huruf c selain diberikan uang pesangon dan 

penghargaan, juga diberikan uang duka sebesar jumiah penghasilan yang 
Aiterimn nada bulan terakhir. 
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(3) Selaln dlberlkan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa! 75 ayat (1 ) huruf a, anggota Dewan Komisaris 
yang dlberhentlkan karena telah berakhir masa jabatannya, Juga diberikan 
penghargaan dalam bentuk natura melalui persetujuan RUPS/RUPS-LB. 

Paragraf 5 

Calon Komisaris 

Pasal 78 

( 1 )  Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal 
d a ri :  

a. Anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang 
bersangkutan maupun BUMD lain; 

b. Anggota Dewan Komisaris atau Sadan Pengawas yang sedang menjabat, 
baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain; 

c. Pejabat atau karyawan internal SUMD yang bersangkutan satu tingkat 
di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan 
patungan BUMD yang bersangkutan: 

d. Pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Direksi 
dan/atau Direksi/Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan 
BUMD lain; 

e. Pegawai Lembaga/lnstansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

f. Orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a sampai huruf e. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan 
dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisaris PT 
sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan PT; 

b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT; 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter berdasarkan medical check up: 

d. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai 
dengan kedudukan Komisaris PT; 

e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum ; 

f. Tidak pemah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu 
perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; 

g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana; 

h. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi­ 
tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan; 

i. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa; 

j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/ 
anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan 
yang berafiliasi dengan partai politik; 
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k. Tidak pemah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/ daerah; 

I. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen 
berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test); 

m. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil 
apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi 
atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan 
baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai 
derajat ketiga; dan 

o. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau 
Kepolisian Republik Indones ia . 

(3) Untuk ca/on Anggota Dewan Komisaris pada PT tertentu seperti PT Bank DK/, 
PT Asuransi Bangun Askrida selain persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 79 

( 1 )  Penjaringan calon Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh BPMP 
dan dapat diumumkan kepada publik melalui media cetaklelektronik. 

(2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  pedomannya ditetapkan oleh Kepala BPMP sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 6 

Tugas dan Wewenang 

Pasa /80 

( 1 )  Dewan Komisaris PT mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Membahas, memberikan saran dan pertimbangan atau masukan terhadap : 

1 .  Rencana Jangka Panjang (RJP) PT; 

2. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) PT; 

3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 

4. Laporan kinerja PT; 

5. Laporan akhir masa jabatan Anggota Dewan Direksi; 

6. Laporan keuangan PT yang sudah diaudit ;  dan 

7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT. 

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur atas : 

1 .  Program kerja yang diajukan Direksi; 

2. Laporan keuangan PT; 

3. Laporan kinerja PT; dan 

4. Laporan akhir masa jabatan Direksi. 
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c. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan/pengurusan PT oleh 
Dewan Direksi, 

d. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana 
Strategis Bisnis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran PT oleh 
Dewan Direksi kepada Gubernur rnelalui BPMP; 

e. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha PT; 

f. Melaporkan hasil penilaiannya terhadap pelaksanaan Rencana Jangka 
Panjang (RJP), Rencana Strategis Bisnis (Renstra) dan Rencana Kerja 
dan Anggaran PT oleh Dewan Direksi kepada Gubernur melalui BPMP; 

g. Melaporkan sedini mungkin kepada Gubernur melalui BPMP mengenai 
adanya temuan dan/atau kekeliruan dan/atau kelalaian dan/atau kesalahan 
pengelolaan/pengurusan PT oleh Dewan Direksi; 

h. Menyusun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubemur melalui 
BPMP secara berkala triwulanan, semester atau tahunan atau sewaktu­ 
waktu sesuai kebutuhan; 

i. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan Dewan 
Komisaris; dan 

j. Melaksanakan tugas pengawasan lain yang dipertimbangkan oleh 
Gubernur. 

(2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran 
Dasar PT. 

Pasal81 

( 1 )  Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :  

a. Memberikan masukan, saran dan pertirnbangan kepada Dewan Direksi; 

b. Memberikan teguran dan peringatan kepada Dewan Direksi atas 
pengelolaan/pengurusan PT yang tidak sesuai dengan Rencana Jangka 
Panjang (RJP), Rencana Strategis Bisnis (Renstra) dan/atau Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT; 

c. Memeriksa Anggota Dewan Direksi yang diduga melakukan tindakan 
yang merugikan PT; 

d. Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan/pengurusan PT oleh 
Dewan Direksi pada RUPS/RUPS-LB; 

e. Meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha PT dan/atau 
pengelolaan/pengurusan pT oleh Dewan Direksi; 

r. Meminta penjelasan dari Dewan Direksi mengenai perkembangan PT; 

g. Meminta Dewan Direksi dan/atau pejabat l~in PT yang diadakan Dewan 
Komisaris; 

h. Menghadiri rapat Dewan Direksi dan memberikan masukan, saran atau 

pertimbangan sesuai agenda rapat; dan 

i.  Memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan Direksi pT 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar 
r 
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Pesal 82 

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 1 ,  Dewan Komisaris juga melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha 
dan keberadaan PT. 

Paragraf 7 

Penghasilan dan Fasilitas 

Pasal83 

( 1 )  Penghasilan Dewan Komisaris terdiri dar i :  

a. Gaji; dan 

b. Tunjangan 

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Dewan 
Komisaris setiap tahun dapat diberikan jasa produksi. 

(3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
dilakukan apab i la keuangan PT untung/surplus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB . 

Pasal84 

(1 )  Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Komisaris Utama sebesar 40% 
(empat puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama. 

(2) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Sekretaris Dewan Komisaris 
sebesar 35% (tiga puluh hma persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi 
Direktur Utama. 

(3) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Anggota Dewan Komisaris sebesar 
30% (tiga puluh persen) dari gajj, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama. 

Pasal85 

(1 )  Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat memperoleh fasilitas. 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {1)  disesuaikan dengan beban 
kerja dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris, kinerja dan 
kemampuan serta pertumbuhan keuangan pT 

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB. 

Paragraf 8 

Cuti 

Pasal86 

(1 )  Anggota Dewan Komisans memperoleh hak cuti sebagai berikut: 

a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, 

b. Cuti besarcuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji untuk pertama 
e t a  d e  4 , e e i L e l e + el  
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c. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; 
d. Cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari kerja; an 
e. Cuti sakit paling lama 2 (dua) bulan. 

(2) Pelaksanaan cuti di lakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS/ 
RUPS-LB/Gubernur melalui BPMP. 

(3) Proses persetujuan cuti Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh BPMP. 

Paragraf 9 

Penilaian Kinerja 

Pasal87 

( 1 )  Kinerja Anggota Dewan Komisaris dinilai dan dievaluasi setiap tahun dan/atau 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT dan/atau kebijakan pengelolaan PT. 

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dengan menggunakan 
kriteria, antara lain : 

a. Laporan yang disampaikan; 

b. Saran, pertimbangan dan masukan yang disampaikan; 

c. Aktivitas pelaksanaan pengawasan; 

d. Ketaatan terhadap peraturan PT; dan 

e. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan PT. 

(3) Penilaian dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) di laksanakan 
oleh BPMP an/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditunjuk. 

(4) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan/atau RUPS/RUPS-LB. 

Pasal 88 

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 
merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberhentian 
Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75. 

Paragraf 10 

Sekretariat 

Pasal 89 

( 1 )  Untuk memperlancar dan mengoptimalan pelaksanaan tugas dan 
wewenang Dewan Komisaris dibentuk Sekrotariat Dewan Komisaris. 

(2) Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk dengan keputusan Direksi, terdiri 
dari 2 (dua) orang tenaga Sekretariat. 

(3) Tenaga Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
karyawan pT yang ditugaskan membantu Dewan Komisaris oleh Direksi 
atau pe]abat personalla PT. 



Paragraf ' 

Larangan 

Pasa 90 

( 1 )  Anggota Dewan Komisans PT &larang merangap jabatan sebagar Anggota 
Dewan Diresi  atau Anggota D e w a n  K c m s a ris  atau anggota Badan 
Pengawas pa1a BUMD 

(2) Apabila terjadi rangap jabatan sebagamana di ta r a n g  pacda ayat ( 1 )  

hnggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentkan dengan hormat 
leh RUPS/RPS-LB 

BAE I 

PERLINDUNGAN HUKUIM 

asal 91 

( 1 )  EUMD dapat member.an fasilitas periindungan hukum kepada Direksi, 
Komisaris dar Baan Pengawas dalam hal terjai tindakan/perbuatan untuk 
dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan pengeiolaan perusahaan. 

(2) Fasilitas per' dungan hukum sebagaimana dimaksuc pada ayat ( 1 )  tidak 
diperkenankan apabila tindakan Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris 
dan Badan Pengawas merugian keuangan BUMD yang bersangkutan. 

E A \  

K E T E N T U A N  P E RA L I H A N  

Pasa l 92 

Pada s a a t  Peraturan Gubernur ini mulai b e ri a u ,  maka masa jabatan Direksi 
yang telah ditetapkan o i e h  Gubernur s e b o l u m  diberlakukannya Peraturan 
Gubernur ini diryatakan masih tetap berlau sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan dinaksuc 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAN 

Pasal 93 

( 1 )  Pengangkatar dar pemoehentan Komisas an Direksi paca anak perusahaan 
BUD yang 5 1 %  1 m a  puluh satu persen) atau lebih sanamnya dimliki oleh 
BUMD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur sebelum 
dikukuhkan alam RUPS-LB dan berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Gubernur in 

(2) Persetujuan sebagamana dimasud pada' ayat ( )  iayuan melalui 
Kepala BPMP 

(3) Kepala EPMP memproses pemberian persetuyuan Guberur sepagaimana 
dimaksud paca a y a t ' )  
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 94 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 
88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Direksi Perusahaan Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 95 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 N o v e m b e r  2011 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBU OTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2 1  N o v e m b e r  2 0 '.  l  

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

FADJAR PANJAITAN 
NIP 195508261976011001 

BERITA DAERAH PROVINSI DAEFAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2 0 1 1  NOMOR 1 1 2  
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